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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat hikmat
dan kekuatan yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota
KotamobaguTahun 2019-2023 dapat terselesaikan.

Adapun dokumen Renstra ini merupakan panduan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu sebagai
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selama 5 (lima) tahun
kedepan. Renstra ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Renstra periode 2014-2018, analisis terhadap dinamika perubahan
lingkungan strategis sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi
yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, serta visi
dan misi Walikota Kotamobagu sebagaimana yang diamanatkan dalam
Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-
2023.

Akhirnya Renstra sebagai dokumen perencanaan memerlukan
penjabaran konkrit dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga
keberhasilan pencapaian visi dan misi tergantung pada komitmen
segenap Aparat Pengawas untuk melaksanakan tugas secara optimal.

Kotamobagu, Januﬂ 2019
Inspektur Daera

Drs. Sair Lentang, MAP

Pembina Utama Muda
Nip. 19631120 198601 1 002
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu 5
(lima) tahun. Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD
serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif Renstra
Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi merupakan tolak ukur
dalam pencapaian kinerja Renstra perangkat daerah Jika capaian Renstra
perangkat daerah melebihi sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan
Renstra Provinsi maka hal ini memberikan indikasi bahwa kinerja
perangkat daerah sudah baik secara Nasional/Provinsi.Sedangkan jika
lebih rendah maka hal ini memberikan indikasi bahwa perangkat daerah
tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan
seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan. sumber
daya penyelenggaraan pendanaan, prosedur mekanisme pelayanan dan
strategi pelayanan yang ditempuh

Renstra Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu disusun dengan
memperhatikan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.Adapun tugas
pokok Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu adalah membantu Walikota
dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah
mempunyai fungsi: (a) perumusan kebijakan teknis di bidang
pengawasan, (b) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugasdi
bidang pengawasan, (c) pelayanan penunjang penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dan (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Memperhatikan perkembangan zaman sekarang ini yang lebih
canggih, ditandai dengan penggunaan penunjang berbasis digital, maka
Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu kedepannya berusaha atau
berencana untuk membangun suatu aplikasi sebagai media sistem
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pelaporan berbasis digital. Dimana sistem ini dimaksudkan untuk
mempermudah OPD yang ada di pemerintah Kota Kotamobagu untuk
berhubungan langsung dengan Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu diharapkan agar
bisa terlaksana secara optimal dengan tujuan untuk pelaksanaan
Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta
menjadikan Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu sebagai OPD yang
menjadi tolak ukur di Pemerintah Kota Kotamobagu.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat
Daerah Kota Kotamobagu untuk mencapai visi dan misi Pemerintahan
Daerah yang ada, disadari ada tantangan yang mungkin akan dihadapi
oleh Inspektorat Daerah dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) maupun
kecukupan anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan tugas di
Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu. Dalam meminimalisir hal tersebut
Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu setiap tahun menyusun Program
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah berbasis resiko dan
mencakup anggaran SDM maupun kebutuhan anggaran yang diperlukan
dalam pelaksanaan tugas baik untuk jabatan struktural maupun jabatan

fungsional.

1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan

Renstra Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara
Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor ri.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3851);

.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

HaAaMH BAR FEMNDAHLI AR 201924
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota
Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4680);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

PeraturanPemernntahNomor79Tahun2005
tentangPedomanPembinaandanPengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 nomor 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4815):

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intem  Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817):

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(LembagaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224)
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2015 Nomor 3);
Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor23Tahun2007
tentangPedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor8Tahun2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana
kerja Pemerintah Daerah:

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2005-2025:
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18. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu
(Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133),

19 Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2016
Tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe B

1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu

tahun 2019-2023 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam

melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah guna mewujudkan visi
dan misi Walikota serta Wakil Walikota Kota Kotamobagu dalam 5 (lima)
tahun ke depan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategi Inspektorat Daerah

Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program,dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu
lima tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat
Daerah Kota Kotamobagu dalam rangka membangun daerah
sertamewuiudkan opemerintah vana bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

2. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan kedepan
yang terarah dan terukur.

3 Sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan

yang lebih terarah dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah. dan Rencana kerja Pemerintah
Daerah, sistematika penulisan Renstra Inspektorat Daerah Kota
Kotamobagu berisikan hal-hal sebagai berikut:
BAB| PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. MaksuddanTujuan

1.4. SistematikaPenulisan

BABII GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
memuat penjelasan umum tentang dasar hukum
pembentukan Perangkat Daerah. Struktur Organisasi
Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampal
dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah
Uraian tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah
ditujukan untuk menunjukan organisasi, jumlah personil,
dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur
mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya
yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas
dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,
aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.3 KinerjaPelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja Perangkat
Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat

Daerah periode sebelumnya menurut SPM untuk urusan

wajib, dan/atau indikawor kinerja pelayanan Perangkat
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Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau
indicator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
TantangandanPeluangPengembanganPelayanan
Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra
K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (untuk
Provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk
Kabupaten/Kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan
hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai
tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan
Perangkat Daerah pada 5 (lima) tahun mendatang. Bagian
mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran
kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan
pelayanan yang dibutuhkan.

BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1

3.2

Identifikasi Permasalahan BerdasarkanTugasdan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-
permasalanan pelayanan rerangkat Uaeran beserta
faktor-faktor yang mempengaruhinya.ldentifikasi
permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-
B.35.

Telaahan VisiMisi dan program Walikota dan Wakil
Walikota Kotamobagu

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta
program Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu.
Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan
pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan
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apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi

pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota

Kotamobagu tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian

menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis

pelayanan Perangkat Daerah.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor

penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari

pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari

sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra

Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari

pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L:

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat
Daciail F1ovinsi nabupale ynula,

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah:
dan

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu

strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi

tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui

Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.



BABIV TUJUANDANSASARAN
4.1. Tujuan dan SasaranJangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan
dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,SERTAPENDANAAN
BAB VIl KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu terbentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor8Tahun 2016tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu, dan
sesuai Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
TataKerja Inspektorat Daerah Tipe B. Inspektorat Daerah tipe B
merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.
Peraturan Daerah ini sebagai bentuk tindak lanjut amanat dari Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu mempunyai 3 (tiga) sasaran

pengawasan dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah diatas vyaitu Pengawasan Bidang
Pemerintahan, Pengawasan Bidang Pembangunan dan Pengawasan
Bidang Kemasyarakatan. Pada prinsipnya tugas dan fungsi Inspektorat
sebagal unsur pengawas penyelenggaraan pemerintanan dalam rangka
akuntabilitas dan objektifitas hasil pengawasan, maka Inspektur daerah
dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada
Walikota, sedangkan pertanggungjawaban administratif dalam hal
keuangan dan kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu.
- Tugas:
Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan dibidang
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan  pemerintahan di Kota
Kotamobagu, pelaksanaan  pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta
tugas lainyang diberikan olehWalikota.

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
BAB Il GAMBARAN PELAYANAN Pr RANGKAT DAERAH
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Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas diatas, inspektorat Daerah mempunyai fungsi.

a Membuat perencanaan pengawasan.
Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
& Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan.
d Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH TIPE B
Inspekiur
Drs. Sair Lentang, MAP
| Pembina Utama Muda, IV/c
i Nip 19631120 198601 1 002
Kelompok Jabatan Fungsional Sekretaris
Ir. | Wayan Darma, M .Si
Pembina Tkt. |, IV/b
Nip. 19650913 199403 1 006
[ ' 1
v . v
Kasubbag Program, ! Kasubbag Administrasi
Evaluasi & Pelaporan | umum & Kepegawaian
Tantn W_Adat, SE | Hj Rosmawat: Makalalag
Penata_ lliic Penata Tkt. iIVd
Nip. 198211122011022 001 | Nip 15700810 199203 2 006
_ IR o | v
~ Inspektur Pembantu Wilayah | | Inspektur Pembantu Wilayah || ' Inspektur Pembantu Wilayah ||
Bambang Mardianto, SE | Hensi Paputungan, S.S0s Drs. Ruslani Mokodompit
‘ Pembina, IV/a [ Pembina Tkt. |, IV/b . Pembina Tkt.I, IV/b
Nip. 19611108 199204 1 005 I Nip. 19680828 198901 1 001 Nip. 19620926 198402 1 001

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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- Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu memiliki Struktur Organisasi sesuai

Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Inspektorat Daerah Tipe B, yang terdiri dari -

1. Inspektur Daerah.

2 Sekretaris, membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari:
a. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
b. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

3 Inspektur Pembantu Wilayah |, dipimpin oleh seorang Inspektur
Pembantu membawahi tenaga Fungsional Auditor.

4 Inspektur Pembantu Wilayah I, dipimpin oleh seorang Inspektur
Pembantu membawahi tenaga Fungsional Auditor.

5. Inspektur Pembantu Wilayah i, dipimpin oleh seorang Inspektur
Pembantu membawabhi tenaga Fungsional Auditor

Adapun struktur organisasi diatas mempunyai tugas dan fungsi sebagai

mana pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
Tugas dan Fungsi Struktur Orgamsasn Inspektorat Daerah
'No. |Jabatan | Tugas ' Fungs |
%'1  lInspektur Membamu Walikota dalam | 'a. Perumusan 1
' Daerah | pembmaan dan ? kebijakan teknis

|
| mengawasi pelaksanaan bidang ’

urusan pemerintahan yang pengawasan dan

|
|

' menjadi kewenangan | fasilitasi ,
| daerah dan tugas | pengawasan,
JF pembantuan oleh 'b. Pelaksanaan |

F | perangkat daerah pengawasan [

! | internal terhadap

kinerja dan

keuangan melalui

Rt l!\Ji[v‘wH’{,r|,a}
B# "‘” "“!' \RAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH




| |

2. | Sekretaris | menyelenggarakan

e E——

Cinspekiorat | peiaksanaan kegiatan

ketatausahaan meliputi

administrasi umum,

} kepegawaian, naskah
! dinas, penyusunan

| program, kegiatan dan
E pelaporan serta
perencanaan dan

keuangan

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAR
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audit, reviu,
evaluasi,
pemantauan, dan
kegiatan

pengawasan

lainnya; 5
Pelaksanaan I
pengawasan untuk JI
tujuan tertentu atas |
penugasan
Walikota;

Pelaksanaan

administrasi; dan

Pelaksanaan tugas

lainyang diberikan
pimpinan sesuai
dengan bidang
tugas dan fungsi

Penyiapan bahan
Koorainasi gan {
pengendalian
rencana dan
program kerja
pengawasan,
Penghimpunan,
pengelolaan,
penelitian, dan
penyimpanan
laporan hasil

pengawasan
aparat pengawas |

,,,,,,
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-
|

— -

i
|
i
F
\

C.

d.

fungsional daerah:
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Penyusunan
bahan/data dalam
pembinaan teknis

fungsional;
Penyusunan,
inventarisasi dan .'
pengkoordinasian
data dalam rangka
penatausahaan

proses
penanganan
pengaduan;
Pelaksanaan
perumusan
kebijakan teknis
administrasi
umum,
kepegawaian,
Keudiygar,
perencanaan,
evaluasi dan
pelaporan, dan
Pelaksanaan tugas
lain yang diberikan
pimpinan sesuai
dengan tugas dan
fungsinya.

3. f Sub Bagian | pelayanan administrasi

|  Administrasi, ' umum dan kepegawaian,
J |
| Umumdan | perlengkapan serta

RENSTRA INSPEKTORAT DAFERAH
BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PERA GKAT DAERAH

Menyusun
rencanadan

program kerja



| Kepegawaian | administrasi naskah dinas
| | dan barang inventaris

5 kantor.

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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|

untuk éﬁ:&ﬁé? '

umum

dankepegawaian;

Menyiapkan bahan

perumusan
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kebijakan teknis di

bidang umumdan
kepegawaian;
Melaksanakan
penataan dan
pengelolaan
administrasi
umumdan
administrasi
kepegawaian;
Mengelola dan
melaksankan
urusan
ketatausahaan da

Kearsipan,

. Melaaksanakan

| 9. Melaksanakan

urusan
administrasi dan
pengelolaan
kepegawaian,
Mengelola dan
melaksanakan
urusan
keprotokolan dan

perjalanan dinas;

n




— e

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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“urusan rumah

. Melaksanakan

. Melaksanakan

tangga;

pengelolaan dan
pemelliharaan atas
barang |
inventaris/aset
kantor, baik yang
bergerak maupun |
yang tidak
bergerak;
Melakukan proses |
administrasi terkai
t dengan
penatausahaan,
tata laksana dan
pengelolaan
keuangan;
Membantu auditor
alau pejaual
pengawas
pemerintahan F
melakukan
pemeriksaan

sesuai bidang
keahlian yang
dimilikinya;

monitoring,

evaluasi dan

pelaporan f
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4 Sub Bagian
- Program,

Evaluasi dan

Pelaporan

|
|
l
!
|

S —

Menyiapkan dan

menyusun perencanaan, |
melakukan koordinasi,

pengawasan dan evaluasi,

melakukan urusan

penatausahaan dan

pengelolaan administrasi

keuangan, menyusun

program dan kegiatan,

serta membuat laporan

secara berkala.

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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pelaksanaan
tugas; dan
Melaksanakan
tugas lain yang
diberikan pimpinan
sesuai dengan
tugas dan fungsi
Menyusun rencana
dan program kerja
untuk sub bagian
program, evaluasi
dan pelaporan;
Menyiapkan bahan
perumusan
kebijakan teknis di
bidang program,
evaluasi dan
pelaporan;
Melaksanakandan
mengkoorainas!
perumusan
program dan
kegiatan unit kerja;
Menyusun rencana
kebutuhan
pengadaan barang
dan jasa serta
sarana dan
prasaranapenunja
ng kelancaran

pelaksanaan tugas
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SIS (e .
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| k.

|
} S—

Inspektorat
Daerah;
Melaksanakan
pengumpulan,
pengolahan,
analisa dan
penyajian data
serta informasi;
Menyusun daftar
usulan kegiatan;
Melaksanakan
penyiapan bahan
dan penyusunan
RKA/DPA,;
Melaksanakan
urusan
pengelolaan gaji
dan melaksanakan
penggajian;
MIEIGR3aianaii
proses
administrasi terkait
dengan
penatausahaan
dan pengelolaan
keuangan;
Mengkoordinasika
n penyusunan
program dan
kegiatan,;

Melaksanakan

R R
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RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

. Melakukan

. Menyusun,

. Membuat laporan

secara

evaluasi dan
menyusun laporan
pelaksanaan
program dan
kegiatan;
Memberikan saran
dan pertimbangan |
dalam rangka
perbaikan program '
dan kegiatan;

monitoring,
evaluasi, serta
pelaporan program
dan kegiatan
secara berkala;

membuat dan
mengkoordinasika
n Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
Inspektorat
Daerah;

atas pelaksanaan
kegiatan
Inspektorat Daerah

LU 1I-LULO



5. | Inspektur a. Membantu Inspekur
; Pembantu |  Daerah dalam
Wilayah |, 1| | pengawasan terhadap
dan Il . pelaksanaan urusan

pemerintahan,
ENSTRA INSPEKTORAT DAERAH

AB I GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A
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berkala(bulanan,

triwulan, semester,

tahunan serta
insidential);
Melakukan
inventarisasi
terhadap
permasalahan-
permasalahanyang
menghambat
pelaksanaan tugas
dan fungsi
Inspektorat Daerah
dan memberikan
solusi
pemecahannya;
Melakukan
monitoring,
evaluasi, dan
peiapLIan
pelaksanaan; dan

Melaksanakan

- tugas lain yang

diberikan pimpinan
sesuai bidang
tugas dan fungsi
Perencanaan
program
pengawasan pada
wilayahnya;

Perumusan
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pembangunan, dan | kebijakan dan

kemasyarakatan pada | fasilitasi

masing-masing pengawasan pada

wilayah;, ‘ wilayahnya;

b. Menyusun rencana dan | c. Pengkoordinasian ;

program kerja bidang | pelaksanaan tugas |
; pengawasan dan | pejabat pengawas l

pemeriksaan sebagai | pemerintahan: dan |

| pedoman pelaksanaan | d. Pemeriksaan,

tugas, pengusutan,
c. Mengumpulkan bahan penggujian, dan
| penyusunan rencana ' penilaian tugas !
pengawasan dan pengawasan pada i
pemeriksaan: ' wilayahnya
d. Memberikan petunjuk,

mengawasi
danmembimbing
pelaksanaan tugas
pengawasan dan

pemenRsddn,

e. Menyiapkan,
menyusun, dan
menyampaikan laporan
hasil pengawasan dan

pemeriksaan;
f. Memfasilitasi/membant ,

u pejabat fungsional |
pengawas dalam |
melakukan }
pemeriksaan sesuai |

bidang keahlian yang |

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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dimilikinya;

. Mengkoordinasikan

pelaksanaan
pengawasan terhadap
pembinaan dan
pelaksanaan urusan
pemerintahan meliputi
pembinaan atas
pelaksanaan urusan
pemerintahan dan
pelaksanaan urusan
pemerintahan di
daerabh;

. Mengkoordinasikan

pelaksanaan
pengawasan terhadap
Peraturan Daerah dan

Peraturan Walikota dan

pelaksanaan
petiyawasaili
pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Walikota.

i. Mengkoordinasikan

pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas
dekonsentrasi dan
pembantuan meliputi
pengawasan
pelaksanaan tugas

dekonsentrasi dan

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
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f r | pembantuan di daerah.
i | j. Mengkoordinasikan :
i l pengawasan untuk

i tujuan tertentu, meliputi
| pengawasan akhir

; masa jabatan dan

. pengawasan atas

pengaduan
g | a masyarakat, !
| k. Mengkoordinasikan |
pelaksanaan evaluasi
penyelenggaraan
pemerintahan, meliputi

evaluasi kinerja |

i penyelenggaraan

pemerintahan daerah
o !

| dan evaluasi kinerja i

penyelenggaraan i

otonomi daerah; |
i ivigiarukar ‘
pemantauan dan
evaluasi terhadap
penyelenggaraan
kegiatan pengawasan

? dan pemeriksaan
pemerintah daerah di
bidang pembangunan,

pemerintahan dan |
kemasyarakatan;

; m. Mengkoordinasikan

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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penyusunan laporan |
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J pelaksanaan
pengawasan dan

i pemeriksaan
pemerintah daerah di

bidang pembangunan,

|
E pemerintahan dan
kemasyarakatan:

' n. Membuat laporan hasil
pelaksanaan tugas dan |
memberikan saran dan
{ pertimbangan kepada

pimpinan sesuai

dengan tugas pokok
dan fungsi; dan

0. Melaksanakan tugas
? lain yang diberikan

; | pimpinan sesuai

dengan bidang tugas

dan fungsi.

|
SIS . T . S e N -

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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Tabel 2.2
Komposisi PNS BerdasarkanJabatan

No. Jabatan Eselon | Jumlah | AtasanLangsung |Terisi
1 |Inspektur Ila 1 SekretarisDééfah 1
2 | Sekretaris Il a 1 Inspektur 1
777-:3-““inspektur Pembantu ;I—a 3 inspektur 3
4 [Kepala SubBagian IV a 2 Sekretaris 2
Jumlah T | 7

2.2. SumberDaya Perangkat Daerah
2.2.1 Kepegawaian

Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dalam perkembangannya
terus menjadi salah satu Instansi vital dalam mengawal penyelenggaran
pemerintahan daerah bagi terciptanya suatu pemerintahan yang baik,
bersih dan bebas KKN. Namun hal itu tentunya harus didukung dengan
sumber daya aparatur yang memadai baik secara kuantitas maupun
kualitas sampai mencapai kondisi yang ideal. Keadaan aparatur/ASN saat
ini dan kebutuhannya kedepan dapat dilihat pada tabel 2.3 Kondisi

Kepegawaian Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu.

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Inspektorat Daerah K>ta Kotamobagu
Kondisi Kebutur an Tambahan
Jabatan/ Pangka -
No Pend_dikag srutur| "™ | Auntangs | TR S| Pertanian/P| ", | Kesehatan/ sy | Jumiah Ket.
i ruktur untansi ukum .
Ada Argitek erikanan Sosial Dokter/Apoteke
Kelautan r
1 | Esselon Il Definitif
2 | Esselon Il 4 4 2 4 2 2 4 4 Definitif
3 | Esselon IV 2 2 Definitif
4 | Auditor 18 18 18
5 | Pelaksana 11 11 11
Jumlah 36 36 - - - - - - 36
1 | Gol IV 1 11 o
truktural,
2 | Gol. i 23 23 2 4 2 2 2 4 18 e
Auditor,
3 [ Golll 2 2
Pelaksana
4 | Gol. I - =
Jumlah 36 36 - - - - - - - 18
1 |82 5 5
2 | s1 28 28 2 4 2 2 2 4 18 Struktural,
4 | DWNonSarjana | 2 2 Pelaksana
Jumlah 36 36 - - - - - - - 18
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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2.2.2 Aset

Adapun aset / belanja modal yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah
Kota Kotamobagu dapat dilihat pada tabel 2 4. sebagai berikut:
Tabel 2 4.

Data Aset Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu

27

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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NO | NAMA BARANG | SATUAN | JUMLAH | KONDISI BARANG
B | RR | RB | H |
2| Sepeda Motor | Un|£:13 129 1 W
3. | PC unit | Unit 9 8 1
4 |Lapop Unit 25 RETY 1 ad T sy
5 |Printer unt |16 13V ETREXR
6. |Notebook  |Umt |1 | 4 = 0
7. | Mesin ketik Ut 3 W 2V |
8. | Mesin foto copi [ Unit 1 BRI
9. | Camera Vidio Unit 2 1V RETS
10. | Camera elektronik | Unit 1 v ! 1
11. | Handycam I _—E 7 ’_ R 1—;“
2 g e [ 2| 1
13. | Vidio monitor Unit 6 Lo o {;_—
14. | Proyektor Unit ‘ 2 [ N |
iS5 AC Uil nit 5 Lo Py
16 | LemariEs  |Umt |y K3 |
17 | Televisi | Unit _3_ B j KR i i
18 | Tape recorder Unit 4 b |
19. | Wireless Unit 1 ? v
20. | Brankas Unit ' 1 |V
21 Alat penghancur Unit 1 E J !
ketasglobe | | | -
22. | Dispenser Unit 4 |V
23 | Faksimie Unit e ] |
24 LMesin absen _EJ“" _______ 1 | ; i
25. ‘; Hard disk Unit 1 W i
| 26. : Scanner Unit 6 t v b -
27 “r Lemari besi Unit _9 11 R I _1‘
28 | Filingbesimetal |unt (13 [TV [TV

"1 G 0D

FAV R

L




| 20 [Rakkayu Ut ]3 TN r 1 |

| 30 [Lemarikayu  |umt 3 { ~N | | ‘!
|3t [som  Isa |3 || e
| 32 | Meja kerja eselon Il 1 Unit ’ 1 a v o | a E ’
! a3 !Tmeja kena eselon | Unit | & - , ‘

- l’r lr:‘l/e;a kerja eselon | Unit ' B v | . ‘ ‘
| 35 | Mejakerja pegawai | Unit T 30 : ' 29 | * 1 I w |
| non structural !
| 36 ‘ Meja rapat [Unit 2 L 5
i 37-' ;MEIJEEO!’!'!,..".‘U!EF . ‘ | '1 ‘ P
| 38 | Kursikerja eselon || | Unit |1 v : '
""3“' g'ku"rsi'kaja'pé}'aEa*f:*Unn ] 8 ] sy || . %‘
L |eselon Il — W Su— ! IEE
| 40. | Kursi rapat | Unit 15 LN T 1 f
a1 |Kusibesimeta | Unt  |p |y 1|
i 42' EKuréﬁér}é péQéWél :Urnt §42 - 30 74 3 \!' i
— non struktural ] | [ | 7
| 43| Kursi biasa i T (N T TN
| 44 | Rol meter | Buah 4 | |~
45 I Whiteboard l Buah E , v o r :
;’ 46 7 ! Kaca hTéS { Buah ] 2 ' ‘ l 1\ | 1
Iy N COR R R
J 48 ' Z\gls:;:rr];tor iy ‘ potong " 17 ' , v o I
BN T — 1 - !
} 49 '(E);‘I ;I‘;i:t‘;l‘kl)u ' -;“Buah i 1 N | \_ ] |
L8 Jowdwermoeys 86 10 I 14

Ket. B =Baik
RR = Rusek Ringan
RB = Rusak Berat
H =Hllang

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Selama 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu tahun 2014-2018
Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu telah menjalankan tugas dan fungsi

'ERANGKAT DAERAH
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sehubungan dengan bidang pengawasan dengan hasil kinerja dari

program dan kegiatan utama pengawasansebagai berikut:

a)

b)

Pelaksanaan Pengawasan Internal melalui pemeriksaan reguler.
Kegiatan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yang dituangkan
dalam PKPT. Melakukan pemeriksaan regular di semua dinas,
badan, kantor dan Perusahaan Daerah se Kota Kotamobagu.
Demikian juga yang dilakukan dikecamatan dan desa/kelurahan.
Penanganan pengaduan masyarakat.

Kegiatan i untuk merespon partisipasi masyarakat dengan
memberikan informasi pengaduan baik secara langsung maupun via
media elektronik dan cetak. Atas informasi masyarakat dilakukan
pemeriksaan khusus (pemsus). Selang tahun 2014-2018 ada
sekitar 7 (tujuh) pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan
pemeriksaan khusus.

Melakukan Reviu atas RPJPD, RPJMD, LKPD, LAKIP, RKPD. dll
Kegiatan reviu atas RPJPD, RPJMD, LKPD, LAKIP, RKPD. dll
dilaksanakan berdasarkan pedoman Reviu yang ada.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses tindak lanjut
temuan hasil pemeriksaan BPK maupun Pengawas Internal.
Regialanmonitoringinidiiakukan  sekitarZ  (Qua)  kan  galam
setahun.Tujuannya untuk memantau sudah sejauhmana proses
tindaklanjut terhadap temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK dan
Pengawas Internal.

Kegiatan Tindak Lanjut Temuan oleh TPKD/MP TP-TGR

Kegiatan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/Majelis Pertimbangan
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPKD/MP TP-
TGR) dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun melalui kegiatan
sidang TPKD/MP TP-TGR.TPKD/MP TP-TGR ini lebih fokus untuk
memantau tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan BPK dan temuan
hasil pemeriksaan BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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: r | —— T S
Indikator Kinerja | | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun i ‘
Sesuai Tugas dan | Target | Target Target | i i Realisasi Capaian Tahun ke : Rasio Capaian pada Tahun ke-
No | | Indikator | { |
Fungsi Perangkat | NSPK [ IKK !Lamnya Fm__frwn_Aw ' e L - —_—

. Daerah j ‘ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 2015 ’ 2016; 2017 | | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 l 2017 | 2018
.u+ﬁ__ — — “L —— ,4___,1___, ‘——44— ——---————-—-—T—J “".' — e WT__—rg T -T — - 9— ——— s iy ——t e ———
1 2 | 3 i | 5 6 "1 8 | o [ 10 | 11 | 12 | 13 | 14 15 | 16 | 17 | 18 19 | 20

1 APIP vana |1 D R B s [P BN il ey s R D 1 WL_*
: ;“er:g:u’:"éil‘;‘jfg | I 3 1 33 133 | 33 | 33| 33 |32 3|3/ 12|10]see | 96 | 109, | 363
’ | org og org org org org | org org | org org | % | 7% 7% | 09% | 6%
| Elmteg~i€;§h0p N ! N R B 4“/ . } - il Mo Whain=l 1 | lﬁ_ j ’
' | | | 1 | | |
Persentase tindak ‘ o & | ane oz 4 ( 56,13 | 86,3 | 883 | 900 | 896 | 74,8 107, | 110, | 112, [ 112
2| tanjut temuan | TS% | 8% | 0% | 0% | sow | %G13 | 80 | 5% | 6% | 0% | 4% | a7% | arx [ 50% | %
, 1 - Y | l . . | 833 | 111 zmsjT 118, | 105,
3 | Jumlah temuan BPK | 20 2) 19 19 18 24 18 : 6 | 16 17 | 3% 1% | 67% | 75% JBB%
N [ S o S I S +— | S e il
Meningkatnya 1 - ‘ I [ | | , i = 1
penyelesaian [ : " N N ” 0 o, | 100 100 100 100 | 117, ' 117, | 117, | 117, 117,
4 ' pengaduan . |‘ 85% 85% 85% . 85% | 85% : 100% [ o % j % | % | 65% | 65% | 5% | 65% | 65%
! masyarakat = - | - 3 { | ' ‘ 1 | ;
+ — — _— _ ——— o —— —t- —— - —— .IL—_W— ————— ,.— + . e | r_——ﬂl — —
‘ . ‘ ' ' ! '
i || o BTy | wre | wip | wre | wre | wrp | WTP ‘WTP ' WTP [ wrp | wre | 120 | 100 | 100 | 100 | 100
LKPD - ‘ - % % % | % | %
S S PSS Cone) 1 - ] |
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Tabel 2.5

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

— i

ORAT DAERAH

It GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

KOTA KOTAMOBAGU
Tahun 2014-2018
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Daerah yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemantauan Kerugian

Negara oleh BPK.

Secara Garis Besar, capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota
Kotamobagu tidak lepas dari upaya merealisasikan program pengawasan
yang tertuang di dalam PKPT. Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap
pelaksanaan penyelenggaran Pemerintahan Daerah, selalu mengacu
kepada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah serta Pedoman Kebijakan Pengawasan
yang dikeluarkan Kementerian Dalam Neger pada setiap tahun, melalui
Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dari Tahun ke tahun, kualitas dan jenis pengawasan selalu
mengalami peningkatan Hal ini mengharuskan APIP selalu dituntut untuk
mengembangakan profesionalitas pengawasan, baik secara institusi
maupun secara personal sebagai suatu tanggung jawab dalam
memberikan jaminan yang memadai atas hasil pengawasan dan

pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.

2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

dalam tabel 2.5 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Daerah Kota Kotamobagu.

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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Bila mengacu pada tabel 2.5.di atas, selama kurun waktu tahun
2014-2018, penetapan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan
fungsi Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu, terdapat 5 (lima) indikator.

Masing-masing indikator telah ditetapkan target capaian setiap
tahun, dimana antara tahun berjalan dan tahun berikutnya berbeda dan
bergerak naik. Hal ini menggambarkan bahwa ada harapan dan upaya
untuk melaksanakan pengawasan ke arah yang lebih baik Baik dari segi
kualitas maupun kuantitas capaian kinerja.

Jika dibandingkan antara target dan realisasi, terdapat rasio rata-
rata diatas 90%, yang menggambarkan kinerja Inspektroat Daerah Kota
Kotamobagu tahun 2014-2018 terfaksana dengan baik, artinya pelayanan
fungsi perangkat daerah khususnya terkait dengan pengawasan
terlaksana dengan baik meskipun masih ada kendala pada indikator
jumlah APIP yang mengikuti diklat pada tahun 2018 yang hanya terdapat
rasio 36,36% karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan. Khusus
untuk indikator jumiah temuan BPK apabila realisasi lebih kecil dari target
maka menunjukkan kinerja yang lebih baik demikian sebaliknnya apabila
realisasi lebih besar dar target maka menunjukkan kinerja yang kurang
baik.

Angggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Inspektorat
Daerah tahun 2014-2018 dapat terlihat dalam tabel 2.6 sebagai berikut:
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Dari tabel 2.6.diatas tergambar bahwa penganggaranselama kurun
waktu tahun 2014-2018 terjadi fluktuatif alokasi anggaran. Hal ini karena
beberapa faktor yang harus dipenuhi oleh Pemerintah karena atas
perintah Undang-undang, sehingga dengan demikian berimbas pula pada
Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu.

Pada sisi ratio antara anggaran per tahun dan realisasinya rata-rata
berada pada kondisi baik Artinya realisasi anggaran dari pagu yang
tersedia rata-rata di atas 85%.

Beberapa hambatan dalam pencapaian realisasi anggaran
antaralain :

- Sumber daya manusia selaku aparatur pelaksana kegiatan yang
belum memadai.

. Sumber daya penunjang berupa peralatan dan perlengkapan sangat
minim.
Jumilah objek pemeriksaan tidak sebanding dengan jumlah aparatur
pemeriksa.

Pengembangan kapasitas dan profesionalitas APIP belum

memadai.

PKPT yang sering tidak sesuai dengan waktu yang ada.

- Adanya kegiatan pengawasan yang tidak termasuk dalam PKPT,
tetapi harus dan wajib dilaksanakan pengawasan.
Adanya penambahan dan perluasan objek pemeriksaan yang
diwajibkan untuk diperiksa.

2.4. Tantangandan PeluangPengembanganPelayanan

Dalam upaya mencapai Visi, Misi dan Tujuan yang ditetapkan,
haruslah kita memperhitungkan setiap tantangan maupun peluang yang
ada didepan. Untuk itu telah di inventarisir tantangan dan peluang dari
bidang pengawasan sebagaimana termuat dalam Tabel 2.7 sebagai
berikut:

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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Tabel 2.7.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

TANTANGAN }

'NO PELUANG
1 |Adanya perhatian besar
i pemerintah pusat
| sehubungan dengan
pengawasan.

|2 | Adanya komitmen kepala daerah
memberikan suatu kepercayaan
kepada Inspektorat untuk
memainkan perandalam upaya
meraih opini WTP dari BPK.

3 | Terus diperbaikinya peraturan—

peraturan menyangkut

pengawasan sebagai bagian dari

! | penguatan— penguatan Institusi

} : dan peran pengawasan.

‘ 4 j Adanya perubahan paradigma

| kearah yang lebih balk dalam
pengalokasian anggaran
i kebutuhan Inspektorat karena

‘ { ditunjang dengan peraturan.

Objek dan ruang Iingkup—g
pengawasan yang semakin I
banyak / luas. |

Pandangan objek pengawasan |
terhadap Institusi pengawasan
maupun aparatur pengawasan

yang kurang responsive.

Kepercayaan Kepala Daerah
merupakan suatu tugas berat
yang harus diwujudkan.

Penyertaan aparatur pengawas
| dalam pendidikan dan pelatihan |

pengawasan yang tidak bisa

sekaligus untuk semua aparat
|
pengawas. !

- T—

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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BAB Il
PERMASALAHAN DAN [SU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan
dalam perencanaan pembangunan karena mempunyai dampak yang
signifikan bagi daerah termasuk Kota Kotamobagu. Mengidentifikasi isu-
isu strategis dengan tepat akan sangat menetukan tujuan proses
perencanaan. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang
apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang
untuk memajukan suatu daerah dalam jangka panjang. Jadi suatu isu
strategis merupakan sesuatu yang bersifat mendasar, mendesak dan,
jangka panjang serta menentukan tujuan dimasa depan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dapat dilihat pada Tabel 3.1
sebagai berikut:
Tabel 3.1
Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

i ' Jabatan Tugas dan Fungsi

l Permasalahan

Jabatan : ' Tidak ada
{
' Inspektur ' permasalahan
é Tugas :

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan

|
| |
| membantu Walikota dalam pembinaan dan i
|

i yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
' pembantuan oleh perangkat daerah. ;
; Fungsi: :
I a. Perumusan kebijakan teknis bidang !

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
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| pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

'b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap

, kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,

| evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu
atas penugasan Walikota;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e Pelaksanaan administrasi; dan

f. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan pimpinan

sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
| Jabatan : S
fSekeﬂans

Tugas :
| menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan

' ketatausahaan meliputi administrasi umum,

kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program, _

| kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan
ikeuangan

| Fungsi :

; a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian
' rencana dan program kerja pengawasan;,

b. Penghimpunan, pengelolaan, penelitian, dan

penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat |

pengawas fungsional daerah;
- ¢. Penyusunan bahan/data dalam pembinaan
| teknis fungsional;
' d. Penyusunan, inventarisasi dan
pengkoordinasian data dalam rangka
penatausahaan proses penanganan

pengaduan;

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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| Tidak ada

| permasalahan
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!

| S—
|
|

e. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis
administrasi umum, kepegawaian, keuangan,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan:

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jabatan :
Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
Tugas : 1

pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,

perlengkapan serta administrasi naskah dinas dan i

barang inventaris kantor. |
Fungsi :
a. Menyusun rencanadan program kerja untuk sub

bagian umum dan kepegawaian;

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis = 1.

di bidang umum dan kepegawaian:;
. Melaksanakan penataan dan pengelolaan

administrasi umum dan administrasi j -

kepegawaian’ i
d. Mengelola dan melaksankan urusan
ketatausahaan dan kearsipan;
e. Melaaksanakan urusan administrasi dan
pengelolaan kepegawaian: !
f. Mengelola dan melaksanakan urusan ‘
keprotokolan dan perjalanan dinas: |

' g. Melaksanakan urusan rumah tangga; |

h. Melaksanakan pengelolaan dan pemelliharaan
atas barang inventaris/aset kantor, baik yang ’
bergerak maupun yang tidak bergerak:

I. Melakukan proses administrasi terkai t

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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dengan penatausahaan, tata laksana dan
pengelolaan keuangan;

J. Membantu auditor atau pejabat pengawas
pemerintahan melakukan pemeriksaan
sesuai bidang keahlian yang dimilikinya;

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan

g pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Jabatan :

Sub bagian Program, Evaluasi dan pelaporan
Tugas :

menyiapkan dan menyusun perencanaan,
melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi,
melakukan urusan penatausahaan dan
pengelolaan administrasi keuangan, menyusun
program dan kegiatan, serta membuat laporan

secara berkala.

Fungsi :
a. Menyusun rencana dan program kerja untuk

sub bagian program, evaluasi dan pelaporan;

di bidang program, evaluasi dan pelaporan;

program dan kegiatan unit kerja;

d. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan
barang dan jasa serta sarana dan prasarana
penunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Inspektorat Daerah;

e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan,
| : .
. analisa dan penyajian data serta informasi;

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

c. Melaksanakandan mengkoordinasi perumusan




'f. Menyusun daftar usulan kegiatan,

g. Melaksanakan penyiapan bahan dan
penyusunan RKA/DPA:

h. Melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan

. melaksanakan penggajian;

i. Melaksanakan proses administrasi terkait

! dengan penatausahaan dan pengelolaan

% keuangan:;

|l Mengkoordinasikan penyusunan program dan
kegiatan;

;k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan

|

|

f pelaksanaan program dan kegiatan:

|l Memberikan saran dan pertimbangan dalam
.i rangka perbaikan program dan kegiatan;
'm. Melakukan monitoring, evaluasi, serta

] pelaporan program dan kegiatan secara

’ berkala;

'n Menyusun, membuat dan mengkoordinasikan

| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Feineniniain (LARIF) inspekiorat Uaeran;

}to. Membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan

i! Inspektorat Daerah secara berkala(bulanan,

| triwulan, semester, tahunan serta insidential);

l p. Melakukan inventarisasi terhadap

| permasalahan-permasalahanyang menghambat
pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat

| Daerah dan memberikan solusi pemecahannya;
q Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan; dan

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan
pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRA TEGIS
PERANGKAT DAERAH




4]

[Jabatan:

E Inspektur Pembantu Wilayah |, 1l dan 1l

| Tugas :

iaA Membantu Inspekur Daerah dalam '1. Perlu penambahan
' pengawasan terhadap pelaksanaan urusan tenaga fungsional
pemerintahan, pembangunan, dan | Auditor dan diklat
} kemasyarakatan pada masing-masing wilayah: | kapabilitas |
;b. Menyusun rencana dan program kerja bidang | 2. Masih adanya

pengawasan dan pemeriksaan sebagai laporan masyarakat

c. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana sasaran

|
pedoman pelaksanaan tugas; ; yang tidak tepat |
|
pengawasan dan pemeriksaan, \
d. Memberikan petunjuk, mengawasi dan i
membimbing pelaksanaan tugas pengawasan |
| dan pemeriksaan,
ie‘ Menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan |
i laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan; \
!f. Memfasilitasi/membantu pejabat fungsional |
pengawas dalam melakukan pemeriksaan

sesuai bidang keahlian yang dimilikinya; ‘ 1

Erg. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan

E terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan | !

@ pemerintahan meliputi pembinaan atas L |
pelaksanaan urusan pemerintahan dan | i
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan

terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan E |

Walikota dan pelaksanaan pengawasan !
pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan i

Walikota.

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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.. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap | ]
| pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan ; I
pembantuan meliputi pengawasan pelaksanaan | }
tugas dekonsentrasi dan pembantuan di |
daerah. ;
') Mengkoordinasikan pengawasan untuk tujuan
| tertentu, meliputi pengawasan akhir masa
'Fungsi :
‘a. Perencanaan program pengawasan pada
wilayahnya;
| b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi

|

! pengawasan pada wilayahnya;

: c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pejabat

i pengawas pemerintahan: | '

d. Pemeriksaan, pengusutan, penggujian, dan | '
l

penilaian tugas pengawasan pada wilayahnya.

Adapun pemetaan masalah untuk menentukan prioritas dan
sasaran pada Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dapat dilihat pada
Tabei 3.2 sebagai perikut

Tabel 3.2
Pemetaan Masalah untuk Menentukan Pnorttas dan Sasaran

Masalah | T

——_— | Masalah Akar Masalah |
rTargje_t_“ _-; - Pembinaan dan pendampingan I Terbatasnya SDM APIP. |
' pengawasan = kepada SKPD, Desa, Sekolah |
| belum . belum dapat dilaksanakan 1
| terpenuhi | secara optimal.

' sesuai ! ; |
| ketentuan | Pengaduan masyarakat belum ! - Pengaduan disampaikan

| seluruhnya dapat ditindaklanjuti. | secara lisan/tidak tertulis.

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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OPD ’
dalam menindaklanjuti temuan |

' - Kurangnya  perhatian

hasil pemeriksaan pengawas |

| eksternal maupun internal. |
i

' - Masih minimnya jumlah aparatur B
pengawas dibandingkan dengan

ruang lingkup pengawasan (luas

| wilayah, jumlah unit kera,

banyaknya program dan

kegiatan yang ada). i

‘- Masih kurangnya kemampuan | -

| pengawasan |

| - Masih kurangnya penguatan-

penguatan terhadap Inspektorat. |

| - Masih adanya unit kerja/objek | -

yang
responsive dengan pelaksanaan |

pemeriksaan kurang |

pengawasan

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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| | - | - Pengaduan tertulis tidak |

ditujukan ke Inspektorat, |
koordinasi dengan APH
belum optimal.

- Belum adanya tupoksi di

OPD yang menangani |

tindaklanjut temuan

Belum ada rekrutmen |
khusus  Auditor  dari |
Pemda.

Hampir  selalu ada
regulasi  pengawasan |
baru |
Terbatasnya kapasitas
auditor.

Belum adanya regulasi |

khusus yang mendukung |

Kurangnya kesadaran
pelaksanaan |
pengawasan pada |
auditi




f | -Masih  lemahnya  koordinasi | | ]
T |' ; dengan aparat pengawas |
: ’ i lainnya. ;
L | | |
l i ' -Masih  terbatasnya anggaran l - PKS yang J
, yang tersedia dibanding |  ditandatangani belum
I g . kebutuhannya. dilaksanakan secara
‘F t | | optimal. |
| E i ' - Kemampuan APBD |
!L : | | masih terbatas.
Dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat
Daerah Kota Kotamobagu diatas terdapat juga faktor yang mempengaruhi
permasalahan dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:
Tabel 3.3
Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
I T
No ' Permasalahan i Faktor penghambat Faktor Pendorong ’
1 [~ Pembinaan “dan - Belumadanya ;f'Ada'nya komitmen yang |
! pendampingan kepada . rekrutmen / kuat dari APIP dalam
| SKPD, Desa, Sekolah | penambahan j penyelenggaraan |
belum dapat dilaksanakan | APIP  administrasi |

|

secara optimal. | Pemerintahan bebas j

| TGR
- Pengaduan masyarakat belum - Masyarakat | -Adanya komitmen yang |
| seluruhnya dapatg yang mengadu | kuat Pemkot untuk |
f ditindaklanjuti. f belum ; menyelesaikan aduan |
sepenuhnya ‘ masyarakat |
paham aturan | -Sudah |
pengaduan ditandatanganinya PKS |

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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- Masih

| - Masih kurangnya penguatan-

-

- Kurangnya perhatian OPD:1 -

dalam menindaklanjuti temuan :
hasil pemeriksaan pengawas ,

eksternal maupun internal. J
|

i
|

minimnya  jumlah |

aparatur pengawas |

dibandingkan dengan ruang'

lingkup pengawasan (luas |

|
wilayah, jumlah unit kerja,}

banyaknya program  dan |

kegiatan yang ada).

|
|
Masih kurangnya kemampuan |

pelyawasdll.

penguatan terhadap

Inspektorat. J

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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__masyarakat

- Aturan

- Belum
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Tugas
penanganan
tindak lanjut /
pengawasan di |
OPD belum
terbagi.

Belum ada
regulasi khusus :
rekrutmen
Auditor / APIP
di Daerah .

pengawasan
sering berubah/

diperbaharui.

adanya
regulasi yang
khusus
mendukung
penguatan
Inspektorat

TRATEGIS

dengan penegak

hukum lainnya.

| - Adanya komitmen
yang kuat Pemda dan
OPD untuk zero TGR

- Sudah ada rekrutmen

Auditor melalui

inpasing

- Adanya rencana

penambahan kwalitas

dan kwantitas
Auditor/APIP

- KPK sudah

berkomitmen
menguatkan

Inspektorat melalui

program KORSUPGAH

- Pendampingan




46

[————eee
|

- Masih adanya unit | - Kurangnya
kerja/objek pemeriksaan ] kesadaran ’
j yang kurang responsive pelaksanaan |
dengan pelaksanaan | pengawasan
pengawasan. pada auditi.

' |
| - Masih lemahnya koordinasi | - Belum adanya
dengan aparat pengawas [ kesetaraan
jainnya. | terhadap

| sesama aparat
|

pengawas.

-Masih terbatasnya anggaran = - Kemampuan
yang tersedia dibanding| APBD terbatas

kebutuhannya.

/penyuluhan saat
adanya pemeriksaan
(APIP) akan lebih
ditingkatkan.

- Sudah ada perjanjian

kerjasama antara

aparat pengawas.

Sudah ada regulasi
alokasi anggaran
(1%) untuk
inspektorat.

3.2. Telaahan Visi Misi dan program Walikota dan Wakil Walikota

Kotamobagu

Adapun visi vvalikota dan wakil VWalikota Kota Kotamobagu:
MEWUJUDKAN KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN
PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU

MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BEDAYA SAING.
Dengan Misi sebagai berikut

8 Meningkatkan kualitas kesejahteraan berbasis modal social melalui

pemberdayaan masyarakat,

2. Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan

inovasi dan kreativitas yang berbasis potensi ekonomi daerah yang

berwawasan lingkungan,

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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3. Meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat
dengan pendekatan riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola
yang baik.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wakil
Walikota Kota Kotamobagu maka Inspektorat Daerah menetapkan misi
Inspektorat.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka ditetapkan Misi sebagai
berikut :

1. Mewujudkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur
pengawasan,

2. Mewujudkan penyelenggaraan pengawasan yang berkualitas dan
berkesinambungan,

3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN)

Telaahan isu strategis antara visi dan misi Walikota dan Wakil
Walikota Kota Kotamobagu denganinspektorat Daeréh Kota Kotamobagu
sebagaimana tabel 3.4 berikut :

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH _
BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
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Tabel 3.4
Telaahan Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pencapaian Visi Misi
Walikota dan Wakil Walikota KotaKotamobagu

| Visi | Kota Kotamrc%—e_lgu sebag;i?ofa jasa dan per&é_gangan Fe#rb_a_éi;_'“s
‘ l
; kebudayaan lokal menuju masyarakat sejahtera dan berdaya !
saing |
 — R —— - |
! Misi Walikota dan Wakil Walikota |
| No | Misi - Meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan ]
* masyarakat dengan pendekatan riil, didukung teknologi f'
! informasi dan tata kelola yang baik.
- ——— : = SH— —_— .-
? Tujuan : Arah [ Faktor |
) . i [
{ - Kebijakan . Penghambat Pendorong |
|1 Meningkatnya | T |
| Kompetensi '
APIP |
| [ |
' l
2. Presentase _ |
| . 1. Kebijakan !
| penyelesaian ,
E ! Pengawasan
j' aduan : | g P R ;
INCLIGIwvailasain |
| masyarakat Menuju | | '
) Sumber Daya :
| ! il e 2. Tersedianya
. uaitor, ili i
5 3. Mer“ngkatkan Pemerintah fasilitas diklat
| taka kelola yang Biscaih Keterbatsan di BPKP
' Pemerintahan Anggaran
l 3. Penambahan
| yang Dbebas _ .
i , jumlah auditor
| Korupsi, i
" Kolusi dan f
| Nepotisme ’
‘ (KKN)
|
|
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3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Dalam Negeri

2015-2019 adalah sebagai berikut:

Visi:

"Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya

Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik,

Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa".

Misi ;

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan
memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945,
kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi,
serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan
ketentraman, dan ketertiban umum, serta  meningkatkan
pendayagunaan administrasi kependudukan.

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi
daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan
keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar
wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan
memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif
dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang
efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
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Tujuan :

T1 © Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui
pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan kebhinekaan
sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;

T2 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola
pemerintahan dan pembangunan di Daerah:

T3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah:

T4 : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong
percepatan pembangunan desa;

T5 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan
terpercaya;

T6 : Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam
negeri.

Sasaran :

1. Sasaran Strategis yang Ingin dicapai dalam "Kokohnya persatuan dan
kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai
Fancasiia, UUD 1945, gan kepbninekaan sebagal tatanan dan perilaku
hidup berbangsa dan bernegara" (T1), adalah :

a. Terpeliliaranya persatuan dan kesatuan bangsa;

b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka
mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas
penyeienggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan
pembangunan di Daerah" (T2), adalah:

a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah;

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyeienggaraan
pembangunan daerah:;

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam
pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan
penyeienggaraan pemerintahan di daerah.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas

pengelolaan keuangan pemerintah daerah" (T3) adalah meningkatnya

kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan,
efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai daiam "Optimaiisasi

penyeienggaraan pemerntahan desa dalam memberikan peiayanan

prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan
desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas
penyeienggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat

Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas

pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan

dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah:

a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai
dasar penerbitan dokumen kependudukan,

b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional
bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.

Sasatan Suaieyis yany ingin dicapai daiam Feningkatan tata keioia

dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri" (T6), adalah:

a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas keija Kementeria Dalam
Negeri;

b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang
pemerintahan dalam negeri;

c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian
Dalam Negeri,

d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Dari Visi, Misi, tujuan dan sasaran diatas dapat dikatakan bahwa

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri mempunyai komitmen

dan kepedulian yang sama dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara

terkait Pemerintahan yang bersih

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi
Utara senantiasa bersinergi khusus terkait pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun, melalui kegiatan Rapat
Koordinasi Pengawasan, ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) yang merupakan kesepakatan antara Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri dengan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi
Utara. Kebijakan pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri dan PKP | Inspektorat Daerah Provinsi Sulawes! Utara tersebut
menjadi acuan Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu untuk menyusun
PKPT Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu.

3.4.  Penentuan Isu-isu Strategis
Adapun isu-isu strategis sehubungan dengan pelaksanaan tugas
dan fungsi Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, selalu
berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, dimana
APIP memiliki peran:
% Memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan
menyelenggaraantugas dan fungsi Instansi Pemerintah:

vielnbenkan  peringatan  dini - gan meningkatkan  etektivitas

N)

manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah;

3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
Dari ketiga peran APIP di atas, dapat dirumuskan beberapa isu

strategis yaitu

1) Perlunya pengawasan yang lebih komprehensif.

2) Perlunya penambahan jumlah aparatur pengawas (auditor).

3)  Perlunya peningkatankompetensi aparatur pengawas (auditor).

4) Perlunya memberikan pembinaan khusus kepada aparat
pengawasan.

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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5) Perlunya penguatan-penguatan berupa komitmen pimpinan
terhadap peran Inspektorat.

6)  Perlunya memberikan pemahaman lebih lanjut kepada setiap SKPD
tentang arti pengawasan dan keberadaan Institusi pengawasan
internal.

7) Perlunya ditingkatkan koordinasi dengan aparat pengawas internal
dan eksternal.

8) Perlunya ketersediaan dana/anggaran yang cukup sesuai

kebutuhan.
Tabel 3.5
Isu-Isu Strategis
No | ISUSTRATEGIS ~ KODE
1] 2 3
1] Perlunya pengawasan yang lebih komprehensif A
"2 | Perlunya penambahan jumiah aparatur pengawas | B
| (Auditor)
"3 | Perlunya peningkatan kompetensi aparatur pengawas | C
| (Auditor)
"4 | Perlunya memberikan pembinaan khusus kepada 1‘ D
aparat pengawasan |
5 | Perlunya penguatan-penguatan berupa komitmen — T E

| pimpinan terhadap peran Inspektorat

' 6 | Perlunya memberikan pemahaman lebih lanjut kep’é&a’"[” F
setiap SKPD tentang arti pengawasan dan keberadaan !

Institusi Pengawasan Internal _

7 Perlunya ditingkatkan koordinasi dengan aparat ! G

pengawas internal dan eksternal ’

8 | Perlunya ketersediaan dana/anggaran yang cukup |  H

sesuai kebutuhan

L

e ——————————e e, et e S I
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Tabel 3.6
Penetapan Nilai Isu Strategis
[ BOBOT ’
NO KRITERIA
NILAI
1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian 10 i
' sasaran pembangunan nasional | I
[.’f ' Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD T2
f 5 | | Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat j 10 |
4 ; Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembagunan daerah 25 |
5 [Rémgﬁunan atau kemudahanya untuk drtangam _ 10 ]
6 | Prioritas janji politik yang periu diwujudkan T2
B i; Jumiah o | 100

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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Tabel 3.7
Nilai Skala Kriteria

No

Kriteria

Pembobotan

D

E

F

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran
pembangunan nasional

8

10

9

55

Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD

Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat

Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembagunan daerah

22

23

20;

20

22

8

i.g

| 9

23

23

20

' 20

Kemungkinan atau kemudahanya untuk ditangani

D | Al W N

10

} 9

Prioritas janji politik yang per'u diwujudkan o 115 115115 | 15 1 15 | 14 | 14 | 1.
= — S } —
- ~ Total Skor . | 87 858481 84 83|78 81
RENSTRA INSPEKT (- i
BAB lll PERMASALAAN -
PERANGKAT DAERAH 2
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Tabel 3.8 115 e
Rata-rata Skor Isu Strategis r:i;:_
:--NO-L Kriteria - - [Total Skor | J Rata-rata Skor : ?23
*‘rg Perlunya pengawasan yang lebih komprehensif T a7 | 14.50 ke
"2 Perlunya penambahan jumiah aparatur pencawas (Auditor) B 85 14,16 : | ;g
3 Perlunya peningkatan kompetensi aparatur pengawas (Auditor) | 84 14.00 : , ii
4 '  Perlunya memberikan pembinaan khusus ke pada aparat pengawasan 4? 81 | 13.50 ; f":ig
5 | Perlunya penguatan-penguatan berupa kom tmen pimpinan terhadap peran fnspektorat 84 | 14.00 s!j%?
6 | Perlunya memberikan pemahaman lebih lan ut kepada setiap SKPD tentang arti | 83 13.83 “ : :
| pengawasan dan keberadaan Institusi Pengiawasan Internal | +I§-~
7 | Perlunya ditingkatkan koordinasi dengan aparat pengawas internal dan eksternal T 78 ] 13.00 z; ?..
|r§ ? Perlunya ketersediaan dana/anggaran ynag ..ukup sesuai kebutuhan . 81 13.50 1 :k :
—_— —— —— e . g
Berdasarkan perhitungan pembobotan sebagaimana tabel 3.42 dan tabel 3.4.3 maka Inspekorat Daerah Kota ji“ ;
Kotamobagu menetapkan tiga Isu Strategis sebagai berikut: i g%
1. Perlunya pengawasan yang lebih kompreh2nsif.

2. Perlunya penambahan jumlah aparatur.

3. Perlunya peningkatan kompetensi aparatur pengawas auditor.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2
Tahun 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Kotamobagu tentunya mengacu pada RPJMN tahun2015-2019. Pada
RPJMN tahun 2015-2019 di bidang pengawasan, sasaranya adalah
terwujudnya pemerintahan baik dan bersih serta bebas dari korupsi
kolusi dan nepotisme. Untuk mencapai sasaran dimaksud, maka
Kapabilitas APIP dan Maturitas (optimalisasi) SPIP K/L danPemerintah
Daerah harus di dorong sehingga mencapai tingkat yang lebih baik.
Kapabilitas APIP meliputi sumber daya yang tersedia di institusi
pengawas (Inspektorat), termasuk pendanaan, regulasi serta integritas
lembaga maupun personal yang ada di dalamnya. Sedangkan maturitas
SPIP adalah rangkaian sistem pengendalian interen di setiap OPD serta
hubungan koordinasi dengan APIP. Hal ini merupakan penjabaran
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008. Dalam RPJMN tahun2015-
2019, kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP harus mencapai level tiga
pada tahun 2019 dan level lima pada tahun 2023.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan
Inspektorat Daerah dapat dirumuskan sebagaimana pada table 4.1
berikut:

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
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Tabel4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu
Tahun 2019-2023
) Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada
) IndikatorTujuan /
No Tujuan Sasaran Rumus Tahun ke -
Sasaran
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 | Terwujudnya Terpenuhinya target
peningkatan SCNASATs
kompetensi peng
APIP Meningkatnya Jumiah APIP yang
kualitas hasil mengikuti Jumlah 36 org | 50 org | 50 org | 50 org | 50 org
pengawasan diklat/bimtek/workshop
Terpenuhinya target ) Jumlah rekomendasi temuan
Persentase tindaklanjut . o
pengawasan 4 yang ditindaklanjuti / jumlah 85% | 85% 85% 85% 85%
emuan
rekomendasi temuan x 100%
Jumlah PNS yang TGR / total
Persentase pelanggaran
) PNS x 100% 10% | 10% 12% 12% 14%
pegawai
Jumlah
Jumlah temuan BPK 34 32 30 28 26
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 2019-2023
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Meningkatnya . )
) Persentase Jumlah tindak lanjut aduan
penyelesaian _ )
penyelesaian aduan masyarakat / jumlah aduanx | 85% 90% | 90% 95% | 95%
pengaduan
masyarakat 100%
masyarakat
Meningkatnya
kualitas pengawas | | o | kapabilitas APIP Level 3 3 3 3 3
2 | Terwujudnya Meningkatnya tata Jumlah penyelenggaran yang
peningkatan kelola it
tata kelola pemerintahan yang | Penyelenggaraan BaivY jmissy peryelangpin
pemerintahan | bebas Korupsi, pemerintahan yang pemerintah x 100% & o & o o
yang bebas Kolusi dan bersih dan berwibawa 90% 0% i e e
Korupsi, Kolusi | Nepotisme
dan Nepotisme

D ~ S A NS = TD A ~NALCC LI DAD B RIRY. MAM SACTCADARN SM1G O2NH2
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BAB Vil
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyelengaraan pengawasan oleh Inspektorat Daerah selalu
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan
Pengawasan yang diterbitkan setiap tahun, sebelum tahun anggaran
berjalan. Hal ini dimaksudkan agar PKPT dapat di susun sesuai dengan
waktu, kewenangan, serta kebutuhan dan kemampuan aparat
pemeriksa. Sebagai contoh untuk pelaksanaan pengawasan tahun 2019,
harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2018 tentang Kebijakan Pengawasan Tahun 2019.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2019-2023,
Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu telah merumuskan target capaian
kinerja yang akan dilaksanakan. Target capaian dimaksud dijabarkan

sebagaimana tergambar dalam tabel 7.1. dibawah ini:

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan
sasaran RPJMD

Kondisi Target CapaianSetiapTahun Kondisi Kinerja
No Indikator Kinerja pada pada akhir
awal Periode | 5519 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  Perode
RPJMD 2018 RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumiah APIP yang mengikuti 36 50 50 50 50
1 ) ) 12 org 50 org
diklat/bimtek/workshop org org org org org
g | PeOsatinbetncsk lenwa 89,60% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% 85%
temuan
g |FeaNnss pRRgu 6.12% | 10% | 10% | 12% | 12% | 14% 14%
pegawai
lah t an BPK
4. Jumial temu 22 34 32 30 28 26 26
berkurang
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Level kapabilitas APIP

2 3 3
Persentase penyelesaian
100% 85% 95%
aduan masyarakat
Tingkat kesadaran aparatur
pemerintah terhadap
- 90% 90%

pemberantasa Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme
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STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta

selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi
juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat

Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder

layanan. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-

prinsip:

a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling
bertolak-belakang;

b. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment
masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;

. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan
dalam proses internal Perangkat Daerah: dan

d.  Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling
melengkapi membentuk cerita atau scenario strategi.

5.2 KEBIJAKAN
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan
tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah
dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus
dapat:
a. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih
rasional.
b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit dan
operasional;

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang
menjadi tuga s dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan
rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan

mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk
mencapai sasaran, dan

Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang
menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan

meianggar kepentingan umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kebijakan Inspektorat Daerah Kota
Kotamobagu untuk melaksanakan strategi disajikan dalam Tabel 5.2.
berikut:
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Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan
Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing.

Visi :

Menmgkatkan Pelayanan Publik yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Misi - = denngan Pendekatan Data Rill didukung Teknologi Informasi dan Tata Kelola

l ; ' yang Baik.
l - S—
_ ' ArahKebija |
Tujuan Sasaran Strategi
kan
i
 Terwujudnya Meningkatnya | 1. Bimbingan teknis/diklat/workshop Menuju ]
peningkatan kualitas hasil | bagi APIP tata kelola
kompetensi APIP pengawasan | 2 Meningkatkan kompetensi Auditor , ‘
. ., Pemerintah |
Terpenuhinya ' 1. Menambah kuantitas APIP i ) {
| target I' 2. Mempertajam PKPT (PKPT berbasis = YaN9 bersih [
' pengawasan . resiko) i |
'Meningkatnya | 1 Mengintensifkan - |
| ‘
penyelesaian | pembinaan/pendampingan pada ' ]
|
pengaduan i obrik ‘
masyarakat : 2. Pelaksanaan pengawasan sesuai : |
: TRET d uaii pclmu aal "o |
 Terwujudnya Meningkatnya tata | Penyuluhan dan sosialisasi 1
peningkatan tata kelola | kelola
pemerintahan yang pemerintahan ;
bebas korupsi, kolusi | yang bebas '
dan nepotisme korupsi, kolusi dan |
i nepotisme 1
| | R - |
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 'serta upaya yang dilakukan
untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan
Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah
guna mencapai sasaran terientu. Dengan adanya program dan kegiatan
diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang
dihadapi.

Untuk Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah
Kota Kotamobagu menetapkan program-program sesuai Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023
sebagai program prioritas dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan
Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2019-2023.

Adapun Penyajiannya dapat dilihat pada Tabel 6.1.

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
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BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyelengaraan pengawasan oleh Inspektorat Daerah selalu
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan
Pengawasan yang diterbitkan setiap tahun, sebelum tahun anggaran
berjalan. Hal ini dimaksudkan agar PKPT dapat di susun sesuai dengan
waktu, kewenangan, serta kebutuhan dan kemampuan aparat
pemeriksa. Sebaga contoh untuk peiaksanaan pengawasan tahun 2019,
harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2018 tentang Kebijakan Pengawasan Tahun 2019.
tahun kedepan 2019-2023.

Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu telah merumuskan target capaian

Dalam kurun waktu 5 (lima)
kinerja yang akan dilaksanakan Target capaian dimaksud dijabarkan
sebagaimana tergambar dalam tabel 7.1. dibawah ini:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan
sasaran RPJMD

RUTIUISE

Target CapaianSetiapTahun NOTIEN ST |
No Indikator Kinerja pada | S pada akhir
awal Periode | 5019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  Periode |
RPJMD 2018 ' RPJMD {
BN 2 3 | a4 | s 6 7 8 | 9 J
Jumlah APIP yang mengikuti | 50 50 | 50 50 B -
1 12 org l 50 org I
diklat/bimtek/workshop org org | org org org :
2 |Persentasetindaklaniut | ageow | ssw | 8% | 87% | 87% | 89% 89%
temuan : _
| Jumlah temuan BPK - T T 7 ]
3 17 [ 17 15 15 14 | 13 i 13 |
berkurang L 4 ]
Persentase penyelesaian o — 1 . T T
a | peny | 100% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% |
! aduan masyarakat ! ! | ‘ |
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| Tingkat kesadaran aparatur J 4

i pemerintah terhadap ]

[ i

| o | o |
. 90% @ 90% @ 90% [ 90% | 90%
' pemberantasa Korupsi, ] | '
|
|

| Kolusi dan Nepotisme

— — S— | S—— 2 ——
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BAB Vil
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu
merupakan suatu dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023.
Dokumen Renstra ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh
unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran
tentang kinerja pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan,
penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan
yang akan di tempuh dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu
diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan
arah dan peran Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dalam mewujudkan
Visi dan Misi Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana diamanatkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Kotamobagu Tahun 2019-2023. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan
dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat
Dagial Kula Kulainwbayu seliap taiuinnya.

Akhir kata kiranya keberhasilan Rencana Strategis ini dapat
diwujudkan dengan adanya kesepakatan dan kesepahaman dalam
mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah
ditetapkan.
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